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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Kota  Tasikmalaya  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX,  umur  26  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan  Mengurus

Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kec. Indihiang Kota

Tasikmalaya dan sekarang tinggal di XXXX Kec. Indihiang Kota

Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

XXXX,  Advokat/Pengacara  yang  berkantor  di  XXXXKec.

Tawang  Kota  Tasikmalaya  berdasarkan  surat  Kuasa  khusus

tanggal 04 September 2019 yang telah didaftar dalam Register

Kuasa Nomor 1651/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 11 September

2019, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta,

tempat  kediaman di  XXXX dan  XXXX Kec.  Bungursari  Kota

Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat /  Tergugat,  serta  telah  memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  05 September

2019 telah  mengajukan gugatan  Cerai  Gugat yang didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 11 September 2019 dengan

register  perkara  Nomor  1422/Pdt.G/2019/PA.Tmk,  dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut:
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Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugattelah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat pada tanggal 16 bulan Desember tahun 2018 hadapan Pejabat

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Indihiang,  sebagaimana  ternyata

dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXX tertanggal17 Desember 2018 yang

dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kec. Indihiang;  

2. Bahwa  setelah  melangsungkan  pernikahan  Penggugat  dengan

Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;  

3. Bahwa  dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagiadan

rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sampai  sekarang

telah berlangsung kurang lebih 8 bulan dan belum dikaruniai anak;  

4. Bahwa  akan  tetapi  sejak  Maret  2019  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah  dikarenakan  sering  terjadi

pertengkaran terus menerus yang susah untuk didamaikan dan sampai

sekarang telah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan lamanya;  

5. Bahwa sering terjadinya  pertengkarantersebut disebabkan tidak

ada saling pengertian karena masalah adanya pihak ketiga;  

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk  meneruskan

rumah tangga dengan Tergugat;  

7. Bahwa usaha untuk  menyelesaikan  keadaan antara Penggugat

dengan Tergugat  telah  dilakukan  dengan  meminta  bantuan keluarga,

akan tetapi tidak berhasil;  

8. Bahwa kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  denganbaik,  sehingga  untuk

mencapai kehidupan rumah tangga yang tentram dan sejahtera sudah

tidak mungkin dapat terwujud;  

9. Bahwa dengan  demikian  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi

alasan  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)

KompilasiHukum Islam;  
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;  

2. Menghukum jatuh  thalak  satu  Ba'in  Sughro  Tergugat  (XXXXR)

kepada Penggugat (XXXX) 

3. Biaya perkara menurut hukum.              

Ataumemberikanputusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus

kepada Sahal  Aynan,  S.H,  Advokat  dan Penasehat  Hukum yang mengambil

domisili  di  XXXXKec.  Tawang  Kota  Tasikmalaya  berdasarkan  Surat  Kuasa

Khusus  tertanggal  04  September  2019,  dan  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  dengan  Nomor

1651/Reg.K/2019/PA.Tmk.  tanggal 11 September 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut

diatas,  dan  memeriksa  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat

didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Didi

Sopandi,  Lc.,  M.Hum)  tanggal  19  September  2019,  ternyata  mediasi  tidak

berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban

secara tertulis sebagai berikut;

1. Tergugat  menolak  seluruh  dalil-dalil  penggugat  terkecuali  yang  diakui

kebenaranya oleh tergugat.

2. Benar sejak  bulan maret 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat

mulai goyah dan mulai banyak masalah, diantaranya : 
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3. Keuangan  : Penggugat tidak dapat mengatur keuangan rumah 

tangga dengan baik 

4. Sakit    : Penggugat sakit, sehingga penggugat tak dapat 

menunaikan kewajibannya melayani hubungan suami istri hampir 2 bulan.

5. Pergaulan : Perselisihan mulai sering terjadi sejak teman-teman 

SMU penggugat datang  dalam kehidupan penggugat pergaulan dan 

kebebasan penggugat mulai tak bisa dikendalikan, sebab penggugat lebih 

banyak keluar rumah dan keluar kota dengan alasan sibuk ngurusin 

pekerjaanya dari pada rumah tangganya bahkan sering pulang malam tapi 

tergugat selalu mengalah, memaafkan dan memakluminya, tapi sejak 

tanggal 22 April 2019 penggugat pergi dari rumah tanpa seizin tergugat 

akhirnya masalah itu mulai rumit dan melebar kemana-mana dan sekarang 

sudah 5 bulan pisah rumah.

6. Penggugat rupanya tak siap menerima kekurangan dan kesalahan

tergugat  dan  penggugat  merasa  kecewa  dan  dibayang-bayangi

ketakutannya  sendiri  tentang  masa  lalunya,  kegagalannya  dalam

pernikahan pertamanya,  dan trauma masalah kedua orang tuanya serta

kekawatiran  tentang masa depannya. Berdasarkan itu semua munculah

sekenario/sandiwara  pihak  ketiga yg  dituduhkan  penggugat  terhadap

tergugat. oleh karena itu tergugat menolak dalil yang dituduhkan tersebut.

7. Penggugat  selalu  menghindar  dan  lari  dari  masalah  tiap  kali

diupayakan  mediasi,  bahkan  tergugat  yang  gigih  untuk  menyelesaikan

masalah itu dengan mendatangi orang tuanya dan keluarga lainnya untuk

mediasi tapi selalu tak berhasil.  Bahkan penggugat dengan sombongnya

malah terus menerus menghina dan mencaci tergugat.

8. Usaha Mediasi  baru dapat  dilakukan pertamakali  sejak penggugat

meninggalkan  rumah  tergugat  yaitu  di  kantor  pengadilan  agama  tgl  19

September  2019  namun  tak  berhasil  karena  penggugat  sudah  berubah

penuh dengan kebencian dan dendam terhadap tergugat dan tetap ingin

berpisah,  penggugat kembali lagi kemasa lalunya dan berbuat seenaknya

tak ada lagi rasa malu dan takut sama Tuhannya dan agamanya.

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebenarnya  penggugat  punya  hati  yang  baik  tapi  karena  rasa

kecewa yang berlebihan, ketidakpuasan terhadap tergugat dan pengaruh

negatif  orang-orang disekitarnya,  sehingga dia  melupakan niat  awal  dari

pernikahan, yaitu beribadah dan membina rumah tangga yang baik.

10. Besar  harapan  tergugat  agar  pengadilan  dapat  memberikan

pembelajaran  yang  berarti  untuk  penggugat  dan  tergugat  bahwa

pernikahan  itu  tak  mudah  dan bukan permainan  yang  seenaknya untuk

menikah kemudian bercerai, menikah lagi dan seterusnya;

11. Pada  dasarnya  tergugat  tak  akan  memaksakan  kehendak  untuk

mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangganya yang selama ini

sudah diperjuangkan, apalagi setelah melihat kebencian dan sikap kasar

yang dilakukan penggugat,  maka dengan ini  tergugat menerima tuntutan

penggugat untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangganya yang selama

ini dicita-citakan. 

Akhirnya keputusan kami serahkan ke pengadilan untuk diputusan yang 

seadil-adilnya agar perselisihan penggugat dan tergugat dapat selesai dengan 

kesadaran, kedamaian dan tak ada lagi permusuhan, kebencian dan dendam 

diantara kedua belah pihak.

Bahwa atas jawaban Tergugat  tersebut,  Penggugat  mengajukan replik

tertulis,  tertanggal  17  Oktober  2019,  sebagaimana  tercantum  dalam  berita

acara;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya

secara lisan yang intinya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXX Nomor: XXXX Tanggal;  23-05-

2018  yang dikeluarkan  oleh  Kantor  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya,  Bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  dinzgelen  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P1; 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Indihiang  Kota  Tasikmalaya,
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Nomor XXXX Tanggal  17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Indihiang  Koota  Tasikmalaya,  bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dinazegelen  pos  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak  keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,

bertempat  tinggal  di  XXXX  Kecamatan  Indihiang  Kota  Tasikmalaya,  di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat dan  memiliki  hubungan

dengan Penggugat  sebagai orang tua Penggugat; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat dan  Tergugat  menikah  pada

tanggal 16 Desember 2018 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat dan  Tergugat belum

dikaruniai anak;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang lebih

sejak Maret  2019 sudah tidak rukun lagi  sering terjadi  pertengkaran;  

- Bahwa,  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  langsung  pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat disebabkan  karena  selingkuh

dengan perempuan lain melalui whatsup dengan banyak perempuan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara  Penggugat dan  Tergugat sudah pisah

rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak

bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 
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2. XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di

XXXX  Kecamatan  Cipedes  Kota  Tasikmalaya,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2018 di KUA

Indihiang Kota Tasikmalaya; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat dan

Tergugat belum dikaruniai anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak Maret 2019 yang mengakibatkan antara  Penggugat dan Tergugat

sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan

selama berpisah antara  Penggugat dan  Tergugat tidak pernah bersatu

lagi;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena  selingkuh

dengan  perempuan  lain  melalui  whatsup  dengan  banyak  perempuan;

 Bahwa,  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran antara Pengggat dan Tergugat;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa  Tergugat juga  telah  mengajukan  saksi  di  muka  sidang  yang

masing-masing adalah:

1. XXXX,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Salesmen,

bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya,  di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa,  saksi  kenal  dengan  Tergugat  dan  Penggugat dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat; 
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-Bahwa, saksi mengetahui  Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

yang  sah  yang  menikah  pada  tanggal  16  Desember  2018  di  KUA

Indihiang Kota Tasikmalaya; 

-Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat dan  Tergugat

belum dikaruniai anak;

-Bahwa, saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

harmonis,  namun meskipun demikian keduanya telah berpisah tempat

tinggal selama 6 bulan;

-Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  berpisah  tersebut  dikarenakan

Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat;

-Bahwa,  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran antara Pengggat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya  Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang intinya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa  Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan

jawaban,  namun  tidak  keberatan  bercerai  dengan  Penggugat  serta  mohon

putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat tertanggal 04 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  dengan  Nomor

1651/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 11 September 2019, ternyata telah sesuai

dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

6  Tahun  1994  tentang  Surat  Kuasa  Khusus,  dan  Majelis  Hakim  telah  pula

memeriksa  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  Kuasa  Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah

sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan  memberi  izin  kepada  Kuasa

Penggugat tersebut  untuk  beracara  dalam  perkara  aquo sebagai  advokat

profesional;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertangkaran disebabkan  selingkuh dengan perempuan lain melalui whatsup

dengan banyak perempuan akibatnya sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah

tempat  tinggal  hingga  sekarang  dan  selama  itu  pula  sudah  tidak  ada

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Pendudu

Penggugat  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang  sebagai  akta
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autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan

aslinya,  maka  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti

tersebut  mengenai  tempat  kediaman  Penggugat,  relevan  dengan  dalil  yang

hendak dibuktikan oleh  Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,

maka bukti  P.1 sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Kota  Tasikmalaya,

dengan demikian Pengadilan Agama  in casu Pengadilan Agama Tasikmalaya

berwenang  untuk  memeriksan  dan  mengadili  gugatan  Cerai  Gugat  yang

diajukan  Penggugat (Vide Pasal  49 dan Pasal  73 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang sebagai  akta autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Desember

2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat, sehingga

telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa  Penggugat

dengan  Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal  16 Desember

2018 di KUA Indihiang Kota Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena  Penggugat dan  Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga  Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: Dedeh Nurjanah binti

D.  Tasdik dan  Rijal  bin  Hoer,  keduanya  telah  memberikan  keterangan
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sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi   Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Penggugat dan atau  Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam.  Saksi  1  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat mengenai

hubungan  Penggugat dan  Tergugat serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  bantahannya  Tergugat

mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi; 

         Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat  hanya mengajukan alat bukti 1

(satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai

Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat  tersebut tidak memenuhi syarat

batas  minimal  pembuktian  karena  keterangan seorang  saksi  tidak  dianggap

kesaksian  (unus  testis  nullus  testis),  sehingga  bantahan  Tergugat  harus

dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Maret 2019 antara  Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  selingkuh  dengan

perempuan lain melalui whatsup dengan banyak perempuan;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat

dan  Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang

dan  selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak
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melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya

suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat dan  Tergugat sudah  berusaha  menasehati  Penggugat dan

Tergugat dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Penggugat dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat dan  Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.Tmk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

2. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat  (XXXX)   terhadap

Penggugat (XXXX); 

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari  Kamis tanggal  24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Septianah, SHI., MH. sebagai

Ketua Majelis,  Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H. masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang
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terbuka untuk umum pada hari  itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat Rakhmat,

S.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Kuasa  Penggugat  dan

Tergugat;

Hakim Anggota

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

Septianah, SHI., MH.
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SH.
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.   30.000,-

2. Proses : Rp.   50.000,-

3. Panggilan : Rp.  225.000,-

4. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,-

5. Redaksi : Rp.   10.000,-

6. Meterai : Rp.              6.000  ,-  

Jumlah Rp. 341.000,- 

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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